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© bahwa sebagai pelaksanaar: hetentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapaian dan Belanje Daerah Tahun
Anggaran 2008, perlu menetapkan heputusan Bupati Muara Enim tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahan Anggaran
2006.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat |l dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor.
1821),

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2312; sebagaimana telan diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negare Nomor 3569),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentany Fajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indon=sia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nom.or 34 Tahun 2000 (Lembaray Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 246 Tambahan |embaran Negara Nomor
4048),

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentany Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dari Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);




11.

12.

13.

15.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Neyara Ncmor 3952)

‘Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomcr 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomcr 32 Talwn 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 4437): .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Ranublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): .

Peraltiran Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Momor 4165):

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tabun 2000 tentang - Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lemibaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomo:- 108 Tahun 2000 tentang = .Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembarzn Negara Reopublik Indonesia
ahun 2000 Nomor 209, Tambuahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  Kedudukan
Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran ‘Negara
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahurn 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);



Menetapkan
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17.
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22.

24,

Peraturan Pemernntah Nomor 6€ Tahurn 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139),

Peraturan Pemerntah Nomo: Z0 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 440F);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tanun 2004 tentang Penyusunan Rencana |
Kerja dan Anggaran Kementeiian Negara/iembaga. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomaor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teniang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Devran Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416), sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembarar Negara Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor £8 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1238 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576); :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2005,
Nomor 140, Tamhahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578),

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2632 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawavan dan Pengawasan Keuangan Daerah
sarta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pencapatan Jan Belanja. Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha (euangan Daerah dan Penyusuran Perhitungan
Anggaran Pendapatan dar Belarja Daerah; '

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim tahun 2002 No.14);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Fnim No. 5 Tahun 2003 tentang
perencanaan Stratejik (Renstra) Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2000
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nornor 9 seri E);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEUANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.044.170.120
b. Dana Perimbangan Rp. 476.258.991.856
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. - 5.000.000.000
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 508.302.161.976

Belanja Daerah :
APARATUR DAERAH

a. Belanja Admiristrasi Umum Rp. 74.120.454.070
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 28.165.051.047

c. Belanja Modal / Pembangunan Rp. 28.725.296.550

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administasi Umum Rp. 173.497.431.568

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan _ Rp. 78.208.003.399

¢. Belanja Modal Rp. 185.426.525.105

d. Belanja Bag: Hasil dan Bantuan Keuangan Rp. 27.022.641.948,14

e. Belanja Tidak Tersangka Rp. 2.450.000.000

Jumlah Belanja Daerah Rp 502.61C.407.687,14
Surplus/(Defisit) (Rp. 94.307.245.711,14)

2. Pembiayaan :
a. Penerimaan Daerah Rp:98.073.498.738,38

b. Pengeluaran Daerah Rp. 3.766.253.027,24

Jumlah Pembiayaan Rp.94.307 24571114



FPasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisankan
dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pearaturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal
1 Januari 2008.

Ditetapkan di Muara Enim
Padatanggal & t...1 2006

BUPATI MUARA ENIM
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KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim,
Pada Tanggal 8 1&ret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
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MUHAMMAD AKIP YOENOES

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI 4,



